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Penelitian Hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji mengenai 
Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh 
Kejaksaan Negeri Salatiga. 
 
Penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Salatiga ini termasuk 
penelitian empirik yang bersifat deskriptif yang mengunakan data primer dan data 
sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh secara 
langsung dari Jaksa atau petugas Kejaksaan di Kejaksaan Negeri Salatiga melalui 
wawancara serta studi dokumen. Kemudian dari semua data yang terkumpul 
dilakukan analisa interaktif dengan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Tujuan 
Penelitian Hukum ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan eksekusi denda uang 
tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga serta 
kendala-kendala yang dihadapi oleh Jaksa atau petugas Kejaksaan di Kejaksaan 
Negeri Salatiga. 
  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
pelaksanaan penanganan perkara kejahatan jabatan ini adalah sebagai berikut:  
Pertama perkara pelanggaran lalu-lintas dilimpahkan oleh penyidik Kepolisian 
Polres Salatiga ke Pengadilan Negeri Salatiga atas perintah Jaksa Penuntut Umum 
untuk disidangkan. Kedua setelah perkara disidangkan dan telah diputus hakim, 
maka selanjutnya pelanggar membayar denda yang dibebankan kepadanya kepada 
petugas kejaksaan yang merupakan Eksekutor dalam menangani uang denda 
tilang perkara pelanggaran lalu-lintas jalan. Ketiga petugas kejaksaan menerima 
uang denda tilang dari pelanggar dan menyetorkan uang denda tilang tersebut 
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A. Latar Belakang Masalah. 
Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh the founding fathers 
sebagai suatu Negara Hukum (Rechtsstaat/ The Rule of Law). Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan 
bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, namun bagaimana cetak 
biru dan desain makro penjabaran ide negara hukum itu, selama ini belum 
pernah dirumuskan secara komprehensif yang ada hanya pembangunan bidang 
hukum yang bersifat sektoral. Oleh karena itu, hukum hendaknya dapat 
dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem. Apalagi, negara 
hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum, yaitu sebagai negara hukum. 
Dalam hukum sebagai suatu kesatuan sistem terdapat yaitu: 
1. Elemen kelembagaan (elemen institusional); 
2. Elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan 
3. Elemen perilaku para subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban 
yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). 
Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup, kegiatan pembuatan 
hukum (law making) dan kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum. Dalam 
keseluruhan elemen, komponen, hirarki dan aspek-aspek yang bersifat 
sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah, tercakup pengertian sistem 
hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka negara hukum Indonesia 
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berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hirarki dan 
komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum 
sebagai satu kesatuan sistem juga tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana 
mestinya. Sebagai contoh, karena bangsa kita mewarisi tradisi hukum Eropa 
Kontinental (civil law), kita cenderung menumpahkan begitu banyak perhatian 
pada kegiatan pembuatan hukum (law making), tetapi kurang memberikan 
perhatian yang sama banyaknya terhadap kegiatan penegakan hukum (law 
enforcing). Bahkan, kitapun dengan begitu saja menganut paradigma dan 
doktrin berpikir yang lazim dalam sistem civil law, yaitu berlakunya teori 
fiktie yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka 
pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum. Ketidaktahuan seseorang 
akan hukum tidak dapat membebaskan orang itu dari tuntutan hukum. Teori 
ini diberi pembenaran pula oleh prinsip yang juga diakui universal, yaitu 
persamaan di hadapan hukum “equality before the law” (Jimly Asshiddiqie, 
Makalah Pembangunan dan Penegakan Hukum). 
Perkembangan globalisasi dan kemajuan perkembangan ilmu dan 
teknologi yang berkembang sekarang ini membawa dampak serta pengaruh 
yang cukup berarti pada kehidupan yang ada pada saat ini. Bila kita cermati 
lebih dalam lagi pengaruh pola kehidupan yang serba praktis dan modern 
tersebut hampir terjadi di segala aspek kehidupan masyarakat, hal tersebut 
juga berpengaruh pada perkembangan hukum sebagai akibat dari 
perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi 
tersebut juga berimbas pada tingkat kejahatan maupun pelanggaran yang 
dilakukan oleh masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah dua hal yang tidak 
dapat dipisahkan keberadaanya karena kedua hal tersebut selalu berkaitan satu 
dengan yang lainnya. Adanya masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana 
kejahatan maka di sinilah hukum akan berlaku bagi siapapun yang melakukan 
tindak pidana tersebut karena pada dasarnya hukum bersifat memaksa bagi 
siapapun yang melanggar hukum tersebut, seiring dengan perkembangan 
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waktu serta teknologi yang ada saat ini maka terjadi juga perkembangan 
hukum yang nantinya mengalami perubahan seiring dengan perkembangan 
suatu tindak pidana kejahatan. Perubahan-perubahan terhadap perturan hukum 
kini terus diupayakan oleh aparat hukum demi menciptakan rasa aman bagi 
masyarakat secara keseluruhan. Hal ini didasarkan atas aturan hukum ataupun 
undang-undang yang ada sudah tergolong aturan lama dan dirasa sudah 
banyak yang tidak sesuai ataupun tidak bisa diterapkan lagi atas tindak pidana 
yang ada pada saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  adalah suatu negara hukum yang cukup 
dinamis dalam mengarahkan tujuannya dalam menciptakan suatu tatanan 
kehidupan di masyarakat, serta mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang 
aman, tenteram, sejahtera dan tertib di segala aspek kehidupannya. Hal ini 
juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 
Suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalamnya terdiri dari 
pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang mengatur sistem 
pemerintahannya serta masyarakat sebagai faktor pendukung utama bagi suatu 
negara. 
Tujuan pokok dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Hukum 
harus dilaksanakan dan ditegakkan; fiat justitia et pereat mundus (meskipun 
dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Pelanggaran terhadap hukum atau 
aturan yang telah ditetapkan ini dikenal dengan ”tindak pidana”, sebagaimana 
sering disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang 
merupakan dasar dari seluruh sistem hukum pidana Indonesia di dalam 
perundang-undangan pidana sebagai keseluruhan.  
Dalam perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak sekali 
timbul kasus-kasus kejahatan yang meresahkan masyarakat, modus 
operandinya pun beraneka ragam mulai dari tindak pidana yang sifatnya 
ringan seperti pencurian ayam sampai tindak pidana berat seperti 
pembunuhan, penggelapan dan juga korupsi. Suatu perbuatan pidana maupun 
tindak pidana menurut sistem KUHP terbagi atas Kejahatan (misdrijven) serta 
 xvii
pelanggaran (overtredingen). Hal tersebut secara nyata tercantum di dalam 
Pasal-Pasal KUHP serta dianggap sedemikian adanya, antara lain yaitu Pasal 
4, 5, 39, 45 dan 53 buku ke-I dan buku ke-III tentang kejahatan. Pembagian 
tersebut sendiri menurut M.v.T didasarkan atas  prinsipiil. Kejahatan adalah 
“rechtsedeliten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan 
dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai 
onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. 
Pelanggaran adalah “wetsdeliktern” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat 
melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah wet yang menentukan 
demikian (Moeljatno, 2002: 71). 
Pada intinya selain sifat umum bahwa ancaman pidana kejahatan lebih 
berat di bandingkan dengan pelanggaran, dapat dinyatakan sebagai berikut: 
1. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja; 
2. Jika menghadapi kejahatan, maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau 
kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan 
jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak perlu. Berhubung dengan itu 
kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dollus dan culpa; 
3. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 
KUHP) juga pembantuan terhadap pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 
60 KUHP); 
4. Tenggang daluwarsa baik untuk hak menentukan maupun hak perjalanan 
pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut 
masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun dan 
5. Dalam hal perbarengan pelanggaran (concursus) para pemidanaan berbeda 
buat pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih 
mudah daripada pidana berat (Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 KUHP). 
Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk 
menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya sebagaimana 
aturan terdahulu, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan 
Negeri, meskipun demikian ada terdapat perbedaan dalam tata cara 
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mengadilinya (Moeljatno, 2002: 74). Suatu pelanggaran terkait dengan 
pelanggaran lalu-lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang 
masuk dalam Tindak Pidana Pelanggaran Tertentu. Dalam aturan hukum di 
Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan 
maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada. Hal 
tersebut juga berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana 
pelanggaran tidak terkecuali tindak pidana ringan. Banyaknya pelanggaran di 
bidang lalu-lintas merupakan akibat dari kurang disiplinnya masyarakat dalam 
budaya berlalu-lintas di jalan raya. Adapun tindakan hukum bagi para 
pelanggar lalu-lintas ini tentu saja berupa tindakan pemberian sanksi berupa 
denda ataupun yang sering kita dengar dengan istilah tilang. Pengaturan 
mengenai pemberian tilang ataupun denda tersebut pada dasarnya sudah ada 
aturan khususnya, yaitu: 
1. Pelanggar dapat menitipkan pembayaran denda atau tilang kepada petugas 
dalam hal ini adalah Polisi lalu-lintas; 
2. Membayar sendiri denda tersebut kepada Bank; 
3. Mengikuti atau menjalani sidang pengadilan yang telah ditentukan hari 
waktunya berdasarkan surat tilang yang diberikan petugas pada saat 
pelanggar ditilang. 
 Sebagai contohnya adalah pelanggaran lalu-lintas yang terjadi di 
Kotamadya Salatiga. Salatiga sebagai salah satu wilayah di Jawa Tengah yang 
menghubungkan antara jalur Surakarta (Solo) dengan Semarang merupakan 
daerah dengan kepadatan lalu-lintas yang cukup tinggi juga diantara kota lain 
di Jawa Tengah. Hal lain yang mendasari tingkat kepadatan lalu-lintas adalah 
karena tingginya volume jumlah kendaraan yang melintas pada jam-jam sibuk 
tersebut, karena faktor kepadatan inilah yang menjadikan masyarakat 
pengguna jalan sering kali melupakan budaya tertib lalu-lintas sehingga hal 
tersebut yang mendasari timbulnya pelanggaran lalu-lintas. 
Peranan Kejaksaan sendiri dalam hal ini adalah sebagai Eksekutor 
mengenai denda uang tilang, setelah kasus atau perkara yang menyangkut 
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mengenai denda uang tilang yang terkait dengan pelanggaran lalu-lintas 
tersebut sudah mendapat putusan dari pengadilan. Kejaksaan adalah pihak 
yang akan mengeksekusi denda uang tilang tersebut dan menyerahkannya 
kepada negara untuk dimasukkan ke dalam kas negara sebagai bentuk 
pemasukan bagi negara. 
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas dan juga masih sedikitnya 
penelitian terhadap hal tersebut maka penulis sangat tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN EKSEKUSI 
DENDA UANG TILANG PERKARA PELANGGARAN LALU-LINTAS 
OLEH KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA” (STUDI KASUS DI 
KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA) 
B. Rumusan Masalah 
Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksaanaan eksekusi denda uang tilang perkara tindak 
pidana pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga? 
2. Apa yang menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menjalankan tugasnya 
sebagai eksekutor uang denda tilang perkara tindak pidana pelanggaran 
lalu-lintas? 
C. Tujuan Penelitian 
Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas 
yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam 
melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui peranan kejaksaan sebagai eksekutor mengenai 
denda uang tilang dalam perkara tindak pidana pelanggaran lalu-
lintas. 
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b. Untuk mengetahui hal apakah yang menjadi kendala bagi kejaksaan 
dalam menjalankan tugas atau peranannya sebagai eksekutor 
mengenai mengenai denda uang tilang dalam perkara tindak pidana 
pelanggaran lalu-lintas. 
 
2. Tujuan Subjektif 
a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan 
dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan 
pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori 
dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis. 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. 
2. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani 
kuliah strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut. 
3. Hasil Penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peranan 
kejaksaan sebagai eksekutor mengenai mengenai denda uang tilang dalam 
perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan 
analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan 
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konsisten, sedangkan metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara 
tertentu yang sistematis dan konsisten (Soerjono Soekanto. 2006: 42). 
 
Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan 
dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang 
sistematis yang menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja untuk dapat 
memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, melalui 
prosedur penelitian dan teknik penelitian (M. Iqbal Hasan, 2002: 20). 
Dengan kata lain pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur 
dan sistematik secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah 
yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran 
maupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa, dengan demikian 
metode penelitian merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan 
penelitian agar data yang diperoleh benar-benar akurat dan teruji 
keilmiahannya. 
Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau sosiologis 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke 
lapangan, yang dimaksud penelitian empiris di sini yaitu penelitian yang 
meneliti tentang hukum dalam gerak operasionalnya (law in action). 
Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendiskripsikan dan 
menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan (law in 
action) mengenai pelaksanaan eksekusi denda uang tilang perkara 
pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. 
2. Sifat Penelitian 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif. Penelitian 
deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. 
Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk 
mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam 
memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru 
(Soerjono Soekanto, 2005: 10). 
Sifat penelitian ini dibuktikan pada penulisan hukum yang penulis 
lakukan pada penulisan hukum dengan judul pelaksanaan eksekusi denda 
uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga 
3. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah 
kualitatif. Metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dilakukan 
untuk memperoleh kejelasan hukum terhadap eksekusi denda uang tilang 
perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga yang 
dilakukan oleh penulis. 
4. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Salatiga, 
alasan pemilihan lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan bahwa di 
Kejaksaan Negeri Salatiga tersedia data yang penulis butuhkan guna 
penyusunan penelitian hukum ini, yaitu kasus tentang tindak pidana 
pelanggaran lalu-lintas jalan serta penanganan denda uang tilang yang 
menjadi kewenangan kejaksaan pada umumnya dan Kejaksaan Negeri 





5. Jenis Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
data primer dan data sekunder. 
1) Data Primer 
Data tentang penelitian ini diperoleh dari hasil 
wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri 
Salatiga yang menangani perkara tersebut, sehingga diharapkan 
agar hasil yang diperoleh merupakan hal obyektif dan sesuai 
dengan obyek yang diteliti. 
2) Data Sekunder 
Merupakan sejumlah data yang diperoleh untuk 
mendukung data primer. Data sekunder yaitu  data yang secara 
tidak langsung yang memberikan bahan kajian penelitian dan 
bahan hukum yang berupa dokumen, arsip, peraturan 
perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. 
b. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1) Sumber data primer 
Merupakan sejumlah data atau fakta yang diperoleh secara 
langsung dari suatu penelitian lapangan melalui wawancara 
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tersusun maupun spontan dengan Jaksa Penuntut Umum dan 
pegawai kejaksaan yang berwenang menangani eksekusi denda 
uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas di Kejaksaan Negeri 
Salatiga. 
 
2) Sumber data sekunder 
Merupakan data yang bersumber dari dokumen-dokumen, 
arsip-arsip. Laporan, perundang-undangan, atau bahkan beberapa 
literatur lainnya yang mendukung penelitian ini. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di 
atas, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi: 
a Wawancara (interview) 
Merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya 
jawab dengan para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 
tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. 
Moleong, 2002: 135). 
Wawancara di dalam penelitian ini dilakukan oleh Penulis 
dengan Jaksa Penuntut Umum dan pegawai kejaksaan yang 
berwenang menangani eksekusi denda uang tilang perkara 
pelanggaran lalu-lintas di Kejaksaan Negeri Salatiga. 
b Studi dokumen 
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Studi dokumen bersasaran barang-barang tertulis yang dapat 
berupa buku, majalah, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 
lain sebagainya. Pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar 
atau kategori yang akan dicari datanya (Joko Purwono. 2000: 38). 
 
7. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan 
data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data 
(Lexy J. Maleong, 2002: 103). Penulis menggunakan model analisis 
interaktif (interaktif model of analisis), yaitu data yang dikumpulkan akan 
dianalisa melalui 3 (tiga) tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data 
dan menarik kesimpulan. Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus 
antar tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan 
dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan 
laporan penelitian (HB. Sutopo, 2002: 35). 3 (tiga) tahap tersebut adalah: 
a Reduksi Data 
Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 
perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting  yang muncul 
dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-terus 
menerus sampai laporan akhir penelitian selesai. 
b Penyajian Data 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 
bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat 
dilakukan. Sajian data dapat berbagai jenis matriks, gambar atau 
skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel yang 
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kesemuanya berperan sebagai pendukung narasi. Hal ini bertujuan 
supaya informasi dapat lebih mudah dimengerti. 
 
 
c Menarik Kesimpulan 
Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi 
berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan 
peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan 
(HB. Sutopo, 2002: 37). 







Gambar. 1. Teknik Analisis Data Kualitatif 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum adalah gambaran singkat secara 
menyeluruh dari suatu penulisan hukum yang bertujuan untuk membantu para 
pembaca agar dapat dengan mudah memahami dan menelaah uraian-uraian 
yang disajikan. Penulisan hukum ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang setiap 
bab terbagi dalam sub-sub bagian. 
Pengumpulan data 
Penarikan kesimpulan 
Penyajian data Reduksi data 
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 Adapun sistematika penulisan hukum adalah sebagai berikut: 
BAB I :  PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah yang mendiskripsikan 
mengenai segala sesuatu yang menjadi alasan perlunya 
permasalahan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab yang kedua ini memuat dua sub bab, yaitu kerangka 
teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis 
akan menguraikan Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan, 
Tinjauan Umum Mengenai Eksekutor, Tinjauan Umum 
Mengenai Denda atau Uang Pengganti (Uang Tilang), Tinjauan 
Umum Implementasi atau Pelaksanaan, Tinjauan Umum 
Mengenai Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-Lintas, sedangkan 
dalam kerangka pemikiran penulis akan menampilkan bagan 
kerangka pemikiran. 
BAB III :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab permasalahan 
yang telah ditentukan sebelumnya: Pertama, Pelaksanaan 
Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas 
Oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Kedua, kendala bagi kejaksaan 
dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor. 
BAB IV :  PENUTUP 
Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang 
simpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan 
permasalahan, dan diakhiri dengan saran-saran yang 






A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Mengenai Kejaksaan 
a. Pengertian Mengenai Kejaksaan 
Kejaksaan adalah salah satu institusi yang dimiliki oleh 
pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kehakiman, dimana 
peranan kejaksaan sendiri adalah sebagai lembaga hukum yang 
bertindak sebagai lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,  
dalam hal ini melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan 
dan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Adapun pengertian Hal 
tersebut sesuai dengan pengertian kejaksaan berdasarkan ketentuan 
umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia (Marwan Effendy, 2005: 190). 
Kejaksaan adalah merupakan suatu lembaga yang mempunyai 
fungsi vital dalam kelembagaan negara Indonesia terutama di bidang 
hukum. Di dalam pelaksanaan tugasnya, kejaksaan sangat berperan 
dalam penegakan prinsip keadilan, dimana wewenang kejaksaan diatur 
oleh undang-undang yang terkait untuk melakukan penuntutan serta 
penyelesaian terhadap suatu perkara, berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang di 
dalamnya mengatur ketentuan-ketentuan yang terkait dengan 
kejaksaan. Adapun pengaturan dalam undang-undang tersebut 
semuanya mencakup segala hal yang terkait dengan kedudukan, 
susunan, tugas, wewenang serta ketentuan lain yang terkait dengan 




Kedudukan kejaksaan berdasarkan undang-undang tersebut di 
atas adalah sebagai lembaga atau institusi pemerintah yang bergerak di 
bidang hukum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang 
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang dan 
merupakan suatu institusi hukum sebagai satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan. Institusi ini juga merupakan salah satu bentuk 
kekuasaan yang merdeka dalam arti bahwa kejaksaan adalah lembaga 
yang merdeka serta bebas dari campur tangan atau Intervensi dari 
penguasa negara ataupun dari kekuasaan pihak manapun. 
Susunan di dalam Kejaksaan Republik Indonesia itu  terdiri 
dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. 
Penetapan mengenai susunan organisasi serta tata kerja kejaksaan 
ditetapkan oleh Presiden atas dasar usul Jaksa Agung, begitu juga 
dengan pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri juga 
berdasarkan Ketetapan Presiden serta atas usul Jaksa Agung. 
b. Tugas Wewenang dan Kewajiban Kejaksaan 
Di dalam Undang-Undang Kejaksaan Negara Republik 
Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, ini mengatur mengenai  
tugas dan wewenang kejaksaan sebagai berikut: 
1) Tugas dan Wewenang Kejaksaan 
a) Di bidang Pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 
(1) Melakukan penuntutan; 
(2) Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht); 
(3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan 
pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan 
lepas bersyarat; 
(4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu 
berdasarkan undang-undang; 
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(5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat 
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke 
pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan 
dengan penyidik. 
b) Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN), kejaksaan 
dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di 
luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
c) Dalam bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum, kejaksaan 
turut menyelenggarakan kegiatan: 
(1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 
(2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 
(3) Pengawasan peredaran barang cetakan; 
(4) Pengawasan aliran kepercayaan yang nantinya dapat 
membahayakan masyarakat bangsa dan negara; 
(5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; 
(6) Penelitian dan pengembangan hukum. 
2) Kewajiban Kejaksaan 
Kejaksaan dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik 
dengan berdasar kepada Keputusan Jaksa Agung No. Kep-
052/J.A/8/1979 ditetapkan dengan doktrin Tri Krama Adhiyaksa, 
yang terdiri dari Catur Asana, Tri Atmaka dan Tri Krama 
Adhiyaksa, yaitu: 
a) Catur Asana merupakan 4 (empat) landasan yang mendasari 
eksistensi, peranan, wewenang dan tindakan kejaksaan dalam  
tugasnya baik di bidang yustisial, nonyustisial, yudikatif 
maupun eksekuif. Landasan idealnya adalah Pancasila, 
landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, landasan struktural 
adalah Undang-Undang Pokok Kejaksaan, dan landasan 
operasionalnya adalah perundang-undangan yang lainnya. 
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b) Tri Atmaka merupakan 3 (tiga) sifat wajib yang membedakan 
dengan alat negara lainnya. 3 (tiga) sifat tersebut adalah 
tunggal, mandiri, dan mumpuni. Bersifat tunggal karena 
kejaksaan adalah satu-satunya lembaga negara yang mewakili 
pemerintah dalam urusan pengadilan dan dalam sistem hirarki 
tindakan jaksa dianggap sebagai tindakan seluruh korps 
kejaksaan, dikatakan mandiri karena kejaksaan merupakan 
lembaga yang berdiri sendiri terlepas dari Departemen 
Kehakiman dan mandiri dalam arti  mempunyai kekuasaan 
yang istimewa sebagai aparat penegak hukum yang mewakili 
pemerintah dalam bidang yudikatif, satu-satunya aparat 
pemerintah  yang berwenang menyampaikan perkara, menuntut 
tindak perkara pidana di pengadilan yang berwenang dan 
melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini merupakan ciri khas 
kejaksaan yang membedakan kejaksaan dengan lembaga atau 
badan penegak hukum yang lainnya. Mumpuni menunjukkan 
bahwa kejaksaan memiliki tugas yang luas, yang melengkapi 
bidang-bidang yustisial dan yang nonyustisial dengan 
dilengkapi kewenangan yang cukup dalam menjalankan 
tugasnya. 
c) Tri Krama Adiyaksa merupakan sikap mental yang baik dan 
terpuji yang harus dimiliki oleh jajaran kejaksaan, yang 
meliputi sifat Satya, Adhy dan Wicaksana. 
Untuk menjamin keberhasilan kejaksaan dalam dharma 
baktinya, diperlukan adanya sub doktrin, yang merupakan doktrin 
pelaksanaan sesuai dengan pembidangan yang ada dalam 
pembidangan yang ada dalam lingkungan kejaksaan, yaitu: 
a) Indrya Adhyaksa untuk bidang intelejen; 
b) Krama Adyaksa untuk bidang operasi; 
c) Upakriy Adyaksa untuk bidang pembinaan; 
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d) Anukara Adhyaksa untuk bidang pengawasan umum. 
Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, 
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuaaan negara di bidang penuntutan harus mampu 
mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kebenaran 
berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, 
kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai 
kemanusiaan, hukum dan keadilan yang tumbuh di dalam 
masyarakat (Marwan Effendy, 2005: 202) 
c.  Pengertian Mengenai Jaksa atau Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan 
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Hal itu 
sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Adapun 
berdasarkan  ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia penuntutan adalah 
tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan 
Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang yang diatur 
dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan 
diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Jaksa adalah merupakan 
pejabat fungsional yang mempunyai sifat keahlian secara teknis di 
dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya tersebut 




Perngertian Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 13 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah jaksa yang 
diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan 
penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. 
2 Tinjauan Umum Mengenai Eksekutor 
Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga eksekutor sebagai 
pelaksana eksekusi putusan Pengadilan Negeri di negara kita. Eksekutor 
adalah suatu pihak yang mempunyai kewenangan untuk merampas, 
menindak ataupun melaksanakan suatu putusan berdasarkan ketentuan 
atau undang-undang yang berlaku. 
Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti 
pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pelaksanaan putusan hakim atau 
pelaksanaan hukuman pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan 
atau penjualan seseorang atau lainnya karena berutang. Adapun eksekutor 
dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah orang yang 
melaksanakan eksekusi (KBBI, 1995: 252). 
Untuk kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut 
tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan 
sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
3 Tinjauan Umum Mengenai Denda atau Uang Pengganti (Uang Tilang) 
Pada dasarnya pada perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas 
jalan ini seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya adalah berupa 
kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya 
tujuh ribu lima ratus rupiah yang semuanya itu diatur dalam bagian 
keenam paragraf 1 Pasal 205 ayat (1) KUHAP mengenai acara 
pemeriksaan tindak pidana ringan. 
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Adapun yang dimaksud dengan pidana denda atau denda adalah 
hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau 
lainnya karena melanggar aturan undang-undang, atau aturan-aturan lain 
yang hidup di tengah-tengah masyarakat (Sudarsono, 2002: 94). Denda 
atau uang pengganti (uang tilang) yang dimaksud dalam hal ini adalah 
berupa sanksi administratif yang dijatuhkan kepada seseorang karena 
pelanggarannya terhadap aturan perundang-undangan yang ada 
khususnya mengenai lalu-lintas jalan. 
Di dalam pengaturan mengenai perkara tindak pidana lalu-lintas 
jalan ini, apabila seseorang yang terkait dengan tindak pidana 
pelanggaran lalu-lintas jalan ini telah mendapatkan putusan oleh 
pengadilan berupa pembayaran denda, maka selanjutnya pihak yang telah 
diputus oleh pengadilan tersebut wajib untuk membayar sejumlah uang 
atau denda tersebut kepada negara atas pelanggaran yang dilakukannya. 
Tujuan lainnya adalah agar Pengadilan Negeri sedapat mungkin 
menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa jumlahnya sama besarnya 
dengan uang yang ditipkan terdakwa. 
4 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-Lintas. 
a. Pengertian Mengenai Tindak Pidana 
Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah 
“pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu 
Hukum Perdata, Hukum Ketata-Negaraan dan Hukum Tata-Usaha-
Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi 
dengan suatu hukuman pidana” ( Wirjono Prodjodikoro, 2002: 1). 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang 
didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 
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tertentu, bagi barang siapa melanggar laranngan tersebut” (Moeljatno, 
2000: 54). 
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai tindak pidana harus 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Perbuatan yang dilarang; 
2) Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan mengapa perbuatan 
tersebut dilarang (dalam rumusan undang-undang); 
3) Bersifat melanggar Hukum. 
Pada pemutusan pemidanaanya kejahatan dipidana lebih berat 
dibandingkan dengan pelanggaran. Prinsipnya suatu tindak pidana 
terdapat sifat yang sama yakni wederrechtelijkheid (sifat melanggar 
hukum), sehingga dapat dikatakan suatu tindak pidana tidak akan ada 
tanpa adanya sifat yang melanggar hukum. 
Kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana 
dengan golongan tindak pidana lain terdapat pada kriteria 
tindakannya. KUHP membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) 
golongan yaitu pelanggaran dan kejahatan. Hal ini disebabkan 
keduanya bersifat Kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam 
dengan pidana lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran (Wirjono 
Prodjodikoro, 2002: 8). 
c. Proses Beracara dalam Perkara Tindak Pidana 
1) Proses Beracara Biasa 
Di dalam pengaturan mengenai acara pemeriksaan biasa ini 
diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI KUHAP mengenai 
pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-Undang tidak memberi 
batasan-batasan dalam pemeriksaan biasa, terkecuali hal tersebut 
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berlaku pada acara pemeriksaan singkat. Pada dasarnya acara 
pemeriksaan biasa ini berlaku juga pada pemeriksaan singkat dan 
cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dinyatakan secara tegas. 
Tata cara dalam acara pemeriksaan biasa inipun semuanya 
telah diatur menurut tata cara atau prosedur yang berlaku di 
pengadilan. Pokok-pokok pemeriksaan di dalam proses acara 
pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut: 
a) Pembukaan sidang dan pernyataan sidang terbuka untuk umum 
oleh Ketua Majelis Hakim. Pada prinsipnya sidang terbuka 
untuk umum kecuali pada perkara yang menyangkut asusila 
atau yang terdakwanya di bawah umur sidang tersebut bersifat 
tertutup, hanya saja pada saat pembacaan putusan oleh Majelis 
Hakim maka sidang dinyatakan terbuka untuk umum; 
b) Terdakwa dipanggil masuk dan dihadapkan di muka sidang 
dalam keadaan bebas (tidak dalam keadaan diborgol, diikat 
ataupun yang lainnya); 
c) Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU); 
d) Eksepsi jika hal tersebut diajukan oleh pihak terdakwa; 
e) Pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti serta selanjutnya 
pemeriksaan terdakwa, dan dilakukan secara berurutan; 
f) Tuntutan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap 
terdakwa (Requisitor); 
g) Pledoi atau pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa atau 
penasehat hukumnya dan 
h) Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. 
Setelah semua hal telah dijalankan sesuai dengan tata cara 
acara pemeriksaan biasa dan telah mendapatkan hasil berupa 
putusan hakim yang bersifat hukum tetap (in kracth) maka hakim 
ketua sidang menyatakan menyatakan bahwa pemeriksaan 
dinyatakan ditutup dengan ketentuan dapat dibuka kembali baik 
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atas kewenangan hakim karena jabatannya maupun atas 
permintaan Jaksa Penuntut Umum ataupun apabila terdakwa atau 
penasehat hukumnya yang memintanya, hal ini berdasar pada Pasal 
182 ayat (2) KUHAP (Andi Hamzah, 2004: 240). 
2) Proses Beracara Singkat 
Proses beracara pada acara pemeriksaan singkat ini juga 
dikategorikan sebagai proses acara pemeriksaan biasa. Ini berlaku 
terhadap perkara-perkara yang masuk dalam kategori pemeriksaan 
singkat. Pengecualiannya terletak pada ketentuan lain, karena hal 
tersebut didasarkan pada Pasal 203 ayat (3) KUHAP. 
Pada acara pemeriksaan singkat terdapat pula hal-hal 
khusus yang terkesan menyimpang dari pemeriksaan biasa, 
diantaranya adalah: 
a) Penuntut Umum tidak membuat surat dakwaan, hanya 
memberikan dari catatannya kepada terdakwa tentang tindak 
pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan 
waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana itu 
dilakukan. Pemberitahuan itu dicatat dalam berita acara sidang 
dan merupakan pengganti surat dakwaan (Pasal 203 ayat (3a) 
KUHAP); 
b) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita 
acara sidang (Pasal 203 ayat (3) huruf d KUHAP); 
c) Hakim membuat surat yang membuat amar putusan tersebut 
(Pasal 203 ayat (3) huruf e KUHAP). 
Semua ketentuan mengenai hal tersebut sudah sesuai atau 
sama dengan acara pemeriksaan sumir menurut ketentuan yang 
termuat di dalam HIR dahulu (Andi Hamzah, 2004: 240). 
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3) Proses Beracara Cepat 
Di dalam acara pemeriksaan cepat terdapat 2 (dua) 
penggolongan yang terkait dengan proses beracaranya. Pembagian 
kategori itu adalah sebagai berikut: 
a) Pertama adalah mengenai tindak pidana ringan (tipiring) yaitu 
perkara yang dapat diancam hukuman penjara atau kurungan 
paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya 
sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah. Pengaturannya terdapat 
dalam Pasal 205-210 KUHAP; 
b) Kedua adalah acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-
lintas jalan atau tindak pidana tertentu. Pengaturannya terdapat 
dalam Pasal 211-216 KUHAP. 
Pembagian kedua kategori ini didasarkan pada ketentuan 
yang telah diatur di dalam KUHAP. Ketentuan lain yang diatur di 
dalam proses beracara cepat ini, ada beberapa hal yang cukup 
mendasar pada proses beracaranya yaitu: 
a) Pengadilan telah menentukan hari-hari sidang untuk perkara 
ini; 
b) Proses beracara cepat ini di dalam proses sidangnya dipimpin 
oleh hakim tunggal, yang memutus pada tingkat pertama dan 
terakhir kecuali dijatuhi hukuman perampasan kemerdekaan 
terdakwa dapat mengajukan upaya hukum berupa banding, 
yang dimaksud dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai Lalu-Lintas 
Jalan yang ancaman hukumannya lebih dari 3 (tiga) bulan 
penjara atau kurungan atau denda maksimal Rp 7.500,00; 
c) Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa, 
saksi dan barang bukti ke sidang pengadilan; 
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d. Pemeriksaan Mengenai Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas 
Pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas diatur di dalam 
BAB XVI Bagian ke-6 KUHAP Berdasarkan Pasal 211 Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai acara 
pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan, yang diperiksa 
menurut acara pemeriksaan ini adalah perkara pelanggaran tertentu 
terhadap peraturan perundang-undangan lalu-lintas jalan. 
Adapun yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” 
terhadap pelanggaran lalu-lintas jalan berdasarkan Pasal 211 KUHAP, 
sendiri dapat diperinci sebagai berikut: 
1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, 
membahayakan ketertiban atau keamanan lalu-lintas atau yang 
mungkin menimbulkan kerusakan jalan; 
2) Mengemudikan kendaran bermotor yang tidak dapat 
memperlihatkan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda 
Kendaraan bermotor (STNK), surat tanda uji kendaraan yang sah 
atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan 
perundang-undangan lalu-litas jalan atau ia dapat 
memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa; 
3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor 
dikemudikan orang lain yang tidak memiliki Surat Ijin 
Mengemudi; 
4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu-
lintas jalan tentang penomoran, penerangan, perlengkapan, 
pemuatan kendaraan dan syarat penggabungan dengan kendaraan 
lain; 
5) Membiarkan kendaran bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi 
plat nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor 
kendaraan yang bersangkutan; 
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6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas 
pengatur lalu-lintas jalan dan atau isyarat pengatur lalu-lintas jalan 
serta rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan; 
7) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang 
diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau 
cara memuat dan membongkar barang; 
8) Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang 
diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan (Yahya 
Harahap, 2000: 413). 
e. Proses Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Oleh 
Kejaksaan 
1) Proses pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas 
Ketentuan sebagaimana yang berlaku di dalam perundang-
undangan bahwa tindak pidana pelanggaran yang terkait dengan 
pelanggaran lalu-lintas jalan merupakan perkara yang termasuk di 
dalam tindak tertentu. 
Pelanggaran yang terjadi yang terkait dengan lalu-lintas 
seperti yang disebutkan di atas adalah merupakan jenis perkara 
tindak pidana ringan, yang berdasarkan ketentuan di dalam Hukum 
Acara Pidana beracara secara cepat, hal ini sesuai dengan 
ketentuan di dalam Paragraf  2 Bagian Keenam Bab. XVI KUHAP 
mengenai pemeriksaan sidang di pengadilan, karena hal ini 
merupakan kelanjutan dari jenis tindak pidana ringan. Bagian ini 
merupakan bentuk persamaan dengan “perkara pelanggaran 
tertentu” yang sama-sama dimasukkan atau dikategorikan melalui 
proses beracara cepat di persidangan, namun terdapat letak 
perbedaannya yaitu antara satu dengan yang lainnya mempunyai 
corak khusus tersendiri dalam hal pemeriksaannya. Di dalam 
penanganan perkara tindak pidana pelanggaran lalu-lintas atau 
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“perkara pelanggaran tertentu”, persamaan yang paling utama 
adalah bahwa keduanya diperiksa di sidang pengadilan secara 
cepat, terhadap perkara tersebut yang diajukan ke sidang 
pengadilan hari itu harus diperiksa dan diputus hari itu juga 
(Yahya Harahap, 2000: 413). 
Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa 
sidang pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan adalah 
jenis perkara yang termasuk dalam tindak pidana ringan dan 
termasuk dalam proses persidangan dengan beracara cepat, dalam 
hal ini penyidik (jaksa) tidak perlu membuat berita acara 
pemeriksaan. Proses pemeriksaan dan pemanggilan menghadap 
persidangan, ketentuannya adalah sebagai berikut: 
a) Di buat berupa catatan. 
Catatan itu bisa merupakan model formulir yang sudah 
disiapkan oleh penyidik dan cara pembuatan catatan yang 
berbentuk formulir ini yang biasa dalam praktek. 
b) Catatan itu yang dibuat oleh Penyidik (jaksa) memuat: 
(1) Pelanggaran lalu-lintas yang didakwakan kepada terdakwa, 
dan 
(2) Sekaligus dalam catatan itu berisi pemberitahuan hari, 
tanggal, jam, tempat sidang pengadilan yang akan dihadiri 
terdakwa (Yahya Harahap, 2000: 414). 
Bilamana semua ketentuan yang terkait dengan proses 
pemeriksaan dan pemanggilan menghadap persidangan 
tersebut tidak tercantum semuanya maka pemberitahuan 
yang dilakukan oleh penyidik adalah tidak sah. 
Pengaturan lain mengenai terdakwa yang menunjuk orang 
lain atas kuasanya juga diperbolehkan dalam persidangan ini, hal 
tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 213 KUHAP. Terdapatnya 
suatu “quasi” antara pemeriksaan perkara pidana dan perkara 
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perdata di dalam hal ini. Di dalam aturan undang-undang tersebut 
memuat ketentuan sebagai berikut: 
a) Undang-Undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in 
person di sidang pengadilan. 
Hal ini di samping merupakan quasi keperdataan juga 
merupakan pengecualian terhadap asas in absentia. 
b) Terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya. 
Apabila terdakwa terdakwa tidak mengahadap secara in 
person, ia dapat menunjuk seseorang wakil untuk 
menggantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan. 
c) Penunjukkan wakil dengan surat. 
Di dalam Pasal 213 KUHAP secara tegas menentukan 
bagaimana cara dan bentuk penunjukkan wakil. Penegasan ini 
sangat tepat demi kepastian hukum, penunjukkan wakil 
dilakukan berupa “surat” dan sekalipun undang-undang tidak 
menyebutkan berupa bentuk surat kuasa, surat yang 
dimaksudkan dalam pasal ini sebaiknya ditafsirkan sebagai 
“surat kuasa”, karena jika perkataan di dalam surat tersebut 
dihubungkan dengan maksud surat itu sendiri yaitu surat yang 
memuat pernyataan penunjukkan wakil menghadap 
pemeriksaan sidang (Yahya Harahap, 2000: 414). 
2) Proses Putusan Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas 
Proses acara persidangan dengan acara cepat ini meliputi 
perkara pelanggaran tindak pidana ringan dan pelanggaran 
mengenai lalu-lintas jalan. Pemeriksaan yang dilakukan pada 
perkara pelanggaran lalu-lintas dilakukan dengan proses beracara 
cepat hal tersebut sama dengan penanganan proses perkara tindak 
pidana ringan (tipiring), hal tersebut sesuai dengan apa yang 
dicantumkan pada paragraf 2 (dua) bagian keenam Bab. XVI 
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KUHAP. Mengenai tata cara penanganan perkara pelanggaran 
tindak pelanggaran lalu-lintas ini adalah sebagai berikut: 
a) Pemeriksaan dan putusan dengan hadirnya terdakwa: 
Pelimpahan perkara dilakukan oleh penyidik (Polri) 
“Atas Kuasa Penuntut Umum”, yang selanjutnya diperiksa 
oleh pihak Kejaksaan sebagai penyidik yang mempunyai 
kewenangan untuk menanganinya. Tugas dari kejaksaan 
dalam penanganan perkara ini adalah memeriksa kelengkapan 
yang menjadi bagian proses perkara pelanggaran lalu-lintas, 
adapaun kelengkapan berkas perkara tersebut adalah adanya 
catatan yang dibuat oleh pihak penyidik (Polri) yang meliputi 
mengenai tindak pidana pelanggaran lalu-lintas, beserta 
catatan yang memuat identitas dari terdakwa. Setelah semua 
proses tahapan ini diperiksa kelengkapannya oleh penyidik 
dari kejaksaan maka hal tersebut dianggap berkas perkara 
lengkap (P-21), maka tindakan selanjutnya adalah pelimpahan 
berkas perkara tersebut untuk disidangkan di pengadilan. 
Proses persidangan lalu-lintas ini adalah proses 
pemeriksaan yang masuk dalam proses persidangan dengan 
beracara cepat. Adapun hakim yang memimpin sidang ini 
adalah hakim tunggal, karena banyaknya perkara lalu-lintas 
ini yang cukup banyak maka dengan pertimbangan hakim 
untuk mempersingkat penanganannya maka proses sidang pun 
dilakukan secara singkat yaitu terdakwa dihadapkan di muka 
persidangan selanjutnya hakim menanyakan pelanggaran 
tersebut kepada terdakwa berdasarkan catatan yang diberikan 
dari penyidik. Berdasarkan terhadap pelanggaran yang 
dilakukan terdakwa maka hakim kemudian menetapkan 
putusan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan terdakwa 
dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang mengatur 
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mengenai pelanggaran tersebut. Hasil putusan sidang 
pengadilan lalu-lintas ini berupa denda dan perampasan 
kemerdekaan. Selanjutnya setelah mendapat putusan hakim 
tersebut maka terdakwa segera membayar denda atas 
pelanggaran tersebut kepada penyidik (jaksa) yang nantinya 
sebagai eksekutor mengenai denda ini, yang nantinya akan 
dimasukkan ke dalam kas negara sebagai bentuk pemasukan 
negara.  
b) Pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa. 
(1) Apabila terdakwa dan wakilnya tidak datang 
Apabila terdakwa atau wakilnya tidak hadir serta 
tidak datang menghadap di sidang pengadilan maka tidak 
perlu adanya penundaan atau dimundurkannya pada hari 
sidang yang akan datang. 
Ketentuan ini bersifat “imperatif” dan bukan 
fakultatif, asalkan terdakwa tidak hadir atau wakilnya tidak 
datang menghadap sidang pemeriksaan tetap harus 
diteruskan. Di dalam Pasal 214 ayat (1) KUHAP tidak 
terdapat kata “dapat” dilanjutkan, akan tetapi kalimatnya 
berbunyi pemeriksaannya perkara dilanjutkan. 
(2) Setelah pemeriksaan dilanjutkan putusan diucapkan di luar 
hadirnya terdakwa. 
Pemeriksaan dan pengucapan putusan di luar 
hadirnya terdakwa, merupakan rangkaian yang tak 
terpisah dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-
lintas jalan. 
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Dalam arti tidak bisa dipisah antara pemeriksaan 
dan pengucapan putusan baik dalam keadaan 
pemeriksaan yang dihadiri terdakwa atau wakilnya 
maupun dalam keadaan pemeriksaan di luar hadirnya 
terdakwa atau wakilnya. 
Pada dasarnya segala ketentuan yang mengatur tentang tata 
cara proses persidangan terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku 
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Ketentuan 
tersebut sudah mencakup segala sesuatu yang terkait dengan 
proses beracara cepat di dalam sidang perkara tindak pidana ringan 
berupa perkara pelanggaran lalu-lintas jalan. 
Gambaran kesulitan mengenai permasalahan penerapan 
Pasal 214 ayat (6) KUHAP yang dihadapi oleh pengadilan 
terhadap kasus verzet atas putusan verstek yang terdakwanya 
memanfaatkan lubang yang terluang dalam proses pemeriksaaan 
ini, dan untuk mengatasi problematika perilaku terdakwa yang 
ingin mempermainkan lubang tersebut, maka dapat ditempuh 
dengan jalan alternatif  berupa: 
a) Melalui proses Pasal 154 ayat (4) dan (5) KUHAP. 
Apabila terdakwa tidak datang menghadap sidang pada 
pemeriksaan kembali, pemeriksaan ditunda dan memberitahu 
lagi terdakwa untuk datang untuk datang menghadap pada 
hari sidang yang akan datang dan apabila terdakwa tidak hadir 
untuk yang kedua kalinya, hakim mengeluarkan surat perintah 
untuk menghadapkan terdakwa dengan paksa. 
b) Alternatif kedua, dengan jalan menjatuhkan hukuman berupa 
denda. 
Apabila pengadilan melihat gejala adanya kemungkinan 
terdakwa memanfaatkan kekosongan hukum yang terdapat 
pada proses perlawanan hukum, jalan yang terpendek yang 
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dapat ditempuh oleh pengadilan adalah dengan jalan 
menjatuhkan denda dan pemeriksaan perkara dapat ditutup 
(Yahya Harahap, 2000: 422). 
c) Bentuk putusan Pelanggaran Lalu-Lintas jalan. 
Bentuk putusan dalam acara pelanggaran lalu-lintas jalan  
cukup “sederhana”, tidak perlu memperhatikan pasal 197 ayat 
(1) KUHAP. Kesederhanaan bentuk putusan tersebut yaitu: 
(1) Berupa catatan yang dibuat oleh Hakim pada catatan  atau 
formulir pemeriksaan yang disampaikan penyidik kepada 
pengadilan. Pada catatan atau formulir pemeriksaan 
penyidik, di samping memuat penyidik tentang identitas 
terdakwa, pelanggaran yang didakwakan, serta 
pemberitahuan tanggal, hari, jam dan tempat persidangan, 
juga memuat catatan putusan yang dijatuhkan pengadilan; 
(2) Catatan putusan pengadilan itulah yang disebut “surat 
amar putusan”, yang menjadi amar putusan dalam perkara 
pelanggaran lau-lintas jalan, apa yang dicatat oleh hakim 
pada formulir atau catatan pemeriksaan penyidik, misalnya 
hakim cukup mencatat dalam catatan pemeriksaan 
penyidik tersebut: “denda Rp 7.5000.00” catatan inilah isi 
dan amar putusan pengadilan dan catatan inilah isi putusan 
yang mesti dipenuhi terpidana yakni membayar denda 
sejumlah Rp 7.500.00; 
(3) Panitera mencatat isi putusan ke dalam register. Isi putusan 
yang terdapat dalam catatan diambil alih oleh panitera ke 
dalam catatan buku register perkara pelanggaran lalu-
lintas. Adapun tujuan pencatatan ini selain untuk kepastian 
hukum juga untuk menciptakan tertib administrasi 
peradilan yang baik dan teratur, sehingga semua kegiatan 
pengadilan terekam dalam buku register (Yahya Harahap, 
2000: 426 ). 
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B. Kerangka Pemikiran. 
Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat dalam suatu 
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Penyetoran Uang Denda Tilang 
Kepada Bendahara Khusus/ Bendahara 
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Deskripsi Kerangka Pemikiran 
Proses penanganan uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-
lintasoleh Kejaksaan Negeri Salatiga. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah 
pelaksanaan eksekusi uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas adalah 
penanganan uang denda tilang dan biaya perkara oleh Kejaksaan Negeri 
Salatiga. Sedangkan proses pelaksanaan eeksekusinya adalah proses 
pelimpahan berkas perkara oleh penyidik (Polri) yang melimpahkan berkas 
perkara pelanggaran lalu-lintas atas kuasa Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya 
adalah proses persidangan yang diteruskan dengan proses pembayaran denda 
tilang dan biaya perkara oleh terdakwa (pelanggar). 
Setelah proses pembayaran denda tilang dan biaya perkara telah selesai 
maka proses selanjutnya adalah penyetoran uang denda tilang dan biaya 
perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada bendahara khusus penerima/ 
penyetor. Bendahara khusus penerima/ penyetor selanjutnya menerima surat 
perintah penyetoran denda uang tilang dan biaya perkara yang disampaikan 
oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian ditindaklanjuti dengan penyetoran ke 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Penanganan Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Lalu-
Lintas oleh Kejaksaan Negeri Salatiga 
1. Hasil Penelitian. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 
Kejaksaan Negeri Salatiga, diperoleh 3 (tiga) kasus sebagai sampel yang 
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representatif dari permasalahan yang dikaji oleh peneliti yang 
selengkapnya sebagai berikut:  
a. Kasus I (Pelanggaran Lalu-Lintas dengan Melanggar Lampu 
Rambu  Lalu-Lintas dan Tidak Dapat Menunjukkan Surat Ijin 
Mengemudi) 
1) Uraian Singkat Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa 
Terdakwa JONI ANGGORO selaku terdakwa pelanggaran 
lalu-lintas yang karena kelalaiannya mengendarai sepeda motor 
telah melakukan pelanggaran berupa mengendarai sepeda motor 
dengan melanggar lampu rambu-rambu lalu-lintas serta tidak 
membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM) kemudian terdakwa 
diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu-Lintas (Satlantas) Polres 
Salatiga. Oleh petugas Satlantas terdakwa JONI ANGGORO 
kemudian ditilang  dan selanjutnya terdakwa JONI ANGGORO 
diminta untuk mengikuti proses persidangan. 
2) Identitas Terdakwa 
a) Nama   : JONI ANGGORO 
b) Alamat   : Tingkir Salatiga 
c) Pekerjaan   : - 
d) Pendidikan  : - 
e) Umur   : - 
f) Tempat Tanggal Lahir : - 
g) No. KTP   : - 
3) Identitas Kendaraan 
a) Kendaraan Nomor Polisi : H 4221 BB 
b) Jenis   : - 
c) Merk   : - 
d) Noka   : - 
e) Nosin   : - 
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4) Waktu Kejadian 
Terdakwa JONI ANGGORO pada tanggal 30 November 
2007 dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan 
H 4221 BH telah melanggar dengan menerobos lampu lalu-lintas 
dan tidak membawa atau tidak dapat menunjukkan Surat Ijin 
Mengemudi (SIM), kemudian ditilang oleh petugas Satlantas 
Polres Salatiga 
5) Barang Bukti 
Barang bukti yang disita oleh Polisi dari Polres Salatiga 
dari tempat kejadian berupa: 
a) 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan nomor kendaraan H 4221 
BB. 
b) Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) atas nama 




6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga 
Berdasarkan perkara dengan tanggal 6 Desember 2007 
hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
Menyatakan terdakwa (JONI ANGGORO) yang identitasnya 
tersebut tersebut di balik tilang ini melakukan pelanggaran lalu-
lintas jalan tertentu  Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (2) dan pidana 
denda sebesar Rp 10.000,00, biaya perkara Rp 1.000,00. 
memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini 
KAMIS tanggal 6 Desember 2007. Oleh hakim dalam sidang yang 
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terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ 
Wakilnya. 
Hakim   : NELSON PANJAITAN, S.H 
Panitera/ Pengganti : SRI TEGUH W, S.H 
Catatan Petugas : - 
b. Kasus II (Pelanggaran Lalu-Lintas dengan Tidak Menggunakan 
Helm) 
1) Uraian Singkat Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Terdakwa. 
Terdakwa JAROT NURHADI selaku terdakwa 
pelanggaran lalu-lintas yang karena kelalaiannya mengendarai 
sepeda motor telah melakukan pelanggaran berupa berupa 
mengendarai sepeda motor dengan tidak Menggunakan Helm 
sebagai salah satu alat keamanan dalam berkendaran kemudian 
terdakwa diberhentikan oleh Polisi Satuan Lalu-Lintas (Satlantas) 
Polres Salatiga. Oleh petugas Satlantas terdakwa JAROT 
NURHADI kemudian ditilang dan selanjutnya terdakwa JAROT 
NURHADI diminta untuk mengikuti proses persidangan. 
 
 
2) Identitas Terdakwa 
a) Nama   : JAROT NURHADI 
b) Alamat   : Tingkir Salatiga 
c) Pekerjaan   : - 
d) Pendidikan  : - 
e) Umur   : - 
f) Tempat Tanggal Lahir : - 
g) No. KTP   : - 
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3) Identitas Kendaraan 
a) Kendaraan Nomor Polisi : H 4259 BC 
b) Jenis   : - 
c) Merk   : - 
d) Noka   : - 
e) Nosin   : - 
4) Waktu Kejadian 
Terdakwa JAROT NURHADI pada tanggal 28 November 
2007 dengan mengendarai sepeda motor dengan nomor kendaraan 
H 4259 BC telah melanggar dengan menerobos lampu lalu-lintas 
dan tidak membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM), kemudian 
ditilang oleh petugas Satlantas Polres Salatiga 
5) Barang Bukti 
Barang bukti yang disita oleh petugas Polres Salatiga dari 




6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga 
Berdasarkan perkara dengan tanggal 6 Desember 2007 
hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
Menyatakan terdakwa (JAROT NURHADI) yang identitasnya 
tersebut di bawah tersebut di balik tilang ini melakukan 
pelanggaran lau-lintas jalan tertentu  Pasal 61 ayat (2) dan pidana 
denda sebesar Rp 10.000,00, biaya perkara Rp 1.000,00. 
memerintahkan mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini 
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KAMIS tanggal 6 Desember 2007. Oleh hakim dalam sidang yang 
terbuka untuk umum dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ 
Wakilnya. 
Hakim  : NELSON PANJAITAN, S.H 
Panitera/ Pengganti : SRI TEGUH W, S.H 
Catatan Petugas : - 
c. Kasus III (Pelanggaran Lalu-Lintas dengan Memakai Sabuk 
Pengaman) 
1) Uraian Singkat Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Terdakwa 
Terdakwa MUGIYANTO selaku terdakwa pelanggaran 
lalu-lintas yang karena kelalaiannya telah melakukan pelanggaran 
berupa mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak 
menggunakan sabuk pengaman kemudian terdakwa diberhentikan 
oleh Polisi Satuan Lalu-Lintas (Satlantas) Polres Salatiga. Oleh 
petugas Satlantas terdakwa MUGIYANTO kemudian ditilang dan 
selanjutnya terdakwa MUGIYANTO diminta untuk mengikuti 
proses persidangan. 
2) Identitas Terdakwa 
a. Nama   : MUGIYANTO 
b. Alamat   : Slewor Boyolali 
c. Pekerjaan   : - 
d. Pendidikan  : - 
e. Umur   : - 
f. Tempat Tanggal Lahir : - 
3) No. Identitas Kendaraan 
a) Kendaraan Nomor Polisi : AD 8175 BD 
b) Jenis   : - 
c) Merk   : - 
 liv 
d) Noka   : - 
e) Nosin   : - 
4) Waktu Kejadian 
Terdakwa MUGIYANTO pada tanggal 29 November 2007 
dengan mengendarai kendaraan bermotor dengan nomor kendaraan 
AD 8175 BD telah melanggar ketentuan Undang-Undang lalu-
lintas jalan, mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak 
menggunakan sabuk pengaman sebagaimana diatur dalam Pasal 61 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-
Lintas Jalan. 
5) Barang Bukti 
Barang bukti yang disita oleh petugas Polres Salatiga dari 
tempat kejadian adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 





6) Putusan Hakim Pengadilan Negeri Salatiga 
Berdasarkan perkara dengan tanggal 6 Desember 2007 
hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut: 
Menyatakan terdakwa (MUGIYANTO) yang identitasnya tersebut 
di bawah tersebut di balik tilang ini melakukan pelanggaran lalu-
lintas jalan tertentu  Pasal 61 ayat (2) dan pidana denda sebesar Rp 
10.000,00, biaya perkara Rp 1.000,00., memerintahkan 
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mengembalikan barang bukti. Diputus hari ini KAMIS tanggal 6 
Dember 2007. Oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum 
dihadiri Panitera Pengganti dan Terdakwa/ Wakilnya. 
Hakim  : NELSON PANJAITAN, S.H 
Panitera/ Pengganti : SRI TEGUH W, S.H 
Catatan Petugas : VERSTEK- 6 Desember 2008 
d. Tindakan-Tindakan Aparat Penyidik (Polisi Satuan lalu-lintas) 
Polres Salatiga dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu-
lintas 
Penanganan perkara pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan 
oleh  terdakwa JONI ANGGORO, JAROT NURHADI dan terdakwa 
MUGIYANTO serta terdakwa-terdakwa pelanggaran lalu-lintas 
lainnya oleh penyidik (Polisi Satlantas Polres Salatiga) sesuai dengan 
aturan perundang-undangan yaitu Pasal 205 ayat (2) KUHAP, petugas 
penyidik atas kuasa yang diberikan penuntut umum melimpahkan 
berkas berupa catatan pelanggaran lalu-lintas terdakwa JONI 
ANGGORO, HARI SUPARDI dan terdakwa MUGIYANTO serta 
terdakwa-terdakwa pelanggaran lalu-lintas lainnya ke Pengadilan 
Negeri Salatiga Untuk kemudian menjalani proses persidangan. 
 
e. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pelanggaran 
lalu-lintas 
1) Kasus I (Pelanggaran Lalu-Lintas dengan Melanggar Lampu 
Rambu  Lalu-Lintas) 
Terdakwa JONI ANGGORO telah melanggar rambu-rambu 
lalu-lintas jalan dan mengendarai kendaraan bermotor tanpa 
membawa Surat Ijin Mengemudi. Perbuatan terdakwa ini telah 
memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) 
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Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Mengenai Lalu-Lintas 
Jalan dengan ketentuan sebagai berikut: 
Pasal 61 ayat (1): 
Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan 
marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, 
berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan 
maksimum atau minimum dan tata cara penggandengan dan 
penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- 
(satu juta rupiah). 
Pasal 59 ayat (1): 
Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat 
menunjukkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,- (dua juta 
rupiah). 
2) Kasus II (Pelanggaran Lalu-Lintas dengan tidak Menggunakan 
Helm) 
Terdakwa JAROT NURHADI telah melanggar rambu-
rambu lalu-lintas jalan dan mengendarai kendaraan bermotor tanpa 
menggunakan helm. Perbuatan terdakwa ini telah memenuhi 
ketentuan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1992 Mengenai Lalu-Lintas dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
Pasal 61 ayat (2): 
Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu 
mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau 
tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan 
bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan 
bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan 
rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta 
rupiah). 
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3) Kasus III (Pelanggaran Lalu-Lintas dengan memakai sabuk 
pengaman) 
Terdakwa MUGIYANTO telah melanggar ketentuan 
Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan, mengendarai kendaraan 
bermotor dengan tidak menggunakan sabuk pengaman 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. 
Perbuatan terdakwa ini telah memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Mengenai Lalu-Lintas 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
Pasal 61 ayat (2): 
Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu 
mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau 
tidak menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan 
bermotor roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan 
bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan 
rumah-rumah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) 
huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta 
rupiah). 
2. Pembahasan Proses Sidang Pelanggaran lalu-lintas Oleh Pengadilan 
Negeri Salatiga 
a. Proses Persidangan Pelanggaran Lalu-Lintas 
Proses persidangan dimulai namun sebelumnya data-data 
pelanggaran telah diurutkan oleh petugas kejaksaan yang kemudian 
dihadapkan di dalam proses persidangan. Hakim yang memimpin 
jalannya proses persidangan adalah hakim tunggal. Dalam 
menjalankan proses persidangan pelanggaran lalu-lintas jalan ini 
hakim menjalankan proses sidang dengan acara cepat, sebagaimana 
disebutkan di dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP yang menyatakan: 
”Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan 
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terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan 
kemerdekaan terdakwa dapat minta banding" 
Pada proses persidangan hakim membacakan bukti 
pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa JONI ANGGORO, hakim 
memutuskan pidana denda kepada terdakwa karena telah melanggar 
Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai 
Lalu-Lintas Jalan, di dalam pasal tersebut menyatakan: 
“Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi 
dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor, atau tanda nomor 
kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).” 
 
Adapun bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut: 
1) Menyatakan bahwa terdakwa JONI ANGGORO, telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat Pasal 61 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Mengenai Lalu-Lintas 
Jalan yaitu melanggar rambu-rambu lampu lalu-lintas; 
2) Menyatakan bahwa terdakwa JONI ANGGORO, telah terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 57 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Mengenai Lalu-
Lintas Jalan yaitu mengendarai kendaraan bermotor dengan tidak 
membawa Surat Ijin Mengemudi. 
Pada proses persidangan hakim membacakan bukti 
pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa JAROT NURHADI, hakim 
memutuskan pidana denda kepada terdakwa karena telah melanggar 
Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Mengenai 
Lalu-Lintas Jalan, di dalam pasal tersebut menyatakan: 
“Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu 
mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak 
menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor 
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roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda 
empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).” 
Adapun bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut: 
Menyatakan bahwa terdakwa JAROT NURHADI, telah terbukti secara 
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran 
sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 63 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 Mengenai Lalu-Lintas yaitu tidak 
menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. 
Pada proses persidangan hakim membacakan bukti 
pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa MUGIYANTO, hakim 
memutuskan pidana denda kepada terdakwa karena telah melanggar 
Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 mengenai 
Lalu-Lintas Jalan, di dalam pasal tersebut menyatakan: 
“Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu 
mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak 
menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor 
roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda 
empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).” 
 
 
Adapun bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut: 
Menyatakan bahwa terdakwa MUGIYANTO, telah terbukti secara sah 
dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran 
sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar Pasal 61 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1992 Mengenai Lalu-Lintas Jalan yaitu 
tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat mengendarai 
kendaraan bermotor. Undang-Undang menyatakan: 
 lx
“Barangsiapa tidak menggunakan sabuk keselamatan pada waktu 
mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih, atau tidak 
menggunakan helm pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor 
roda dua atau pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor roda 
empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda 
setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).” 
Terdakwa JONI ANGGORO, JAROT NURHADI dan 
MUGIYANTO serta terdakwa-terdakwa pelanggaran lalu-lintas 
menjalani proses persidangan sesuai dengan daftar antri jalannya 
sidang. Mengingat banyaknya perkara pelanggaran lalu lintas yang 
banyak dan jenis pelanggaran yang berbeda-beda serta proses 
persidangan yang menggunakan proses beracara cepat, maka 
Pengadilan Negeri Salatiga menjalankan proses persidangan dengan 
mengelompokkan jenis-jenis pelanggarannya. 
b. Putusan Hakim Pengadilan. 
Menyatakan terdakwa- I, terdakwa- II dan terdakwa- III yang 
identitasnya tersebut di atas melakukan pelanggaran lalu-lintas 
tertentu yang kesemuanya itu diatur di dalam Pasal 57 ayat (2), Pasal 
61 ayat (2), dan Pasal 61 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1992 Mengenai Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, oleh sebab itu pidana 
denda sebesar Rp. 10.000,00, biaya perkara Rp. 1.000,00. Diputuskan 
hari ini KAMIS tanggal 6 Desember 2007 oleh Hakim dalam sidang 
yang terbuka untuk umum dihadiri panitera pengganti dan 
terdakwa/wakilnya. Di dalam amar putusan hakim berupa denda yang 
dijatuhkan kepada terdakwa maka kemudian setelah mendapat putusan 
tersebut terdakwa JONI ANGGORO, JAROT NURHADI dan 
terdakwa MUGIYANTO kemudian membayar denda tersebut kepada 
petugas kejaksaan sebagaimana dalam hal ini petugas kejaksaan 
merupakan eksekutor dalam menangani denda tilang pada perkara 
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pelanggaran lalu-lintas. Adapun putusan hakim secara garis besar 
adalah sebagai berikut: 
1) JONI ANGGORO kemudian membayar denda tersebut kepada 
petugas kejaksaan sebagaimana dalam hal ini petugas kejaksaan 
merupakan eksekutor dalam menangani denda tilang pada perkara 
pelanggaran lalu-lintas. Mengenai pengembalian barang bukti 
berupa kendaraan milik terdakwa JONI ANGGORO, setelah 
proses pembayaran denda uang tilang kepada petugas Kejaksaan 
Negeri Salatiga, maka petugas kejaksaan memberikan kuitansi 
tanda bukti pembayaran uang tilang dan ekstra vonis dari 
pengadilan. Ekstra vonis yaitu berupa surat pembebasan bahwa 
barang bukti dikembalikan lagi kepada pelanggar berdasarkan 
amar putusan hakim. Setelah mendapat kuitansi dan ekstra vonis 
tersebut maka kemudian pelanggar menukar surat-surat tersebut 
berupa kuitansi dan ekstra vonis tersebut ke Satuan Lalu-lintas 
Polres Salatiga untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) Unit 
sepeda motor milik pelanggar JONI ANGGORO; 
2) Terdakwa JAROT NURHADI setelah menerima amar putusan 
hakim, kemudian membayar denda tilang kepada petugas 
kejaksaan sebagai pihak yang menjadi eksekutor dalam menangani 
uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas; 
3) Untuk terdakwa MUGIYANTO, setelah menerima amar putusan 
hakim membayar denda tilang kepada petugas kejaksaan sebagai 
pihak yang menjadi eksekutor dalam menangani uang denda tilang 
perkara pelanggaran lalu-lintas. 
c. Pelaksanaan Eksekusi Uang Denda Tilang Oleh Kejaksaan Negeri 
Salatiga. 
1) Penerimaan Uang Denda Tilang Oleh Petugas Kejaksaan Negeri 
Salatiga. 
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Petugas yang menerima pembayaran uang denda tilang 
perkara pelanggaran lalu-lintas adalah petugas yang ditunjuk 
sebagai penerima oleh pihak Kejaksaan Negeri Salatiga. 
Penerimaan uang denda tilang oleh Kejaksaan Negeri Salatiga 
sesuai dengan kewenangannya sebagai eksekutor dalam 
menangani uang denda dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas, 
yang sesuai dengan dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 
Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 
September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan 
Biaya Perkara. 
Untuk perkara terhadap terdakwa JONI ANGGORO, 
JAROT NURHADI dan terdakwa MUGIYANTO, Pegawai 
Kejaksaan Negeri Salatiga menerima pembayaran dari terdakwa 
sesuai dengan apa yang menjadi amar putusan yang diterima 
keduanya dan sesuai dengan bukti dengan perincian sebagai 
berikut: 
a) Terdakwa JONI ANGGORO mendapat amar putusan berupa 
denda tilang sebesar Rp 10.000,00 dan biaya perkara sebesar 
Rp 1.000,00. untuk perkara yang dialami oleh terdakwa JONI 
ANGGORO ini Pegawai Kejaksaan Negeri Salatiga setelah 
menerima semua pembayaran tilang kemudian petugas 
memberi kuitansi pembayaran denda tilang dari terdakwa 
selanjutnya pegawai kejaksaan memberikan bukti berupa 
formulir Ekstra Vonis kepada terdakwa sebagai bukti untuk 
pengambilan barang bukti sebuah sepeda motor milik 
terdakwa yang telah disita oleh petugas Satlantas Polres 
Salatiga; 
b) Terdakwa JAROT NURHADI mendapat amar putusan berupa 
denda tilang sebesar Rp 10.000,00 dan biaya perkara sebesar 
Rp 1.000,00. untuk perkara yang dialami oleh terdakwa 
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JAROT NURHADI ini Pegawai Kejaksaan Negeri Salatiga 
setelah menerima semua pembayaran tilang kemudian petugas 
memberi kuitansi pembayaran denda tilang dari terdakwa; 
c) Terdakwa MUGIYANTO mendapat amar putusan berupa 
denda tilang sebesar Rp 10.000,00 dan biaya perkara sebesar 
Rp 1.000,00. untuk perkara yang dialami oleh terdakwa 
MUGIYANTO ini petugas Kejaksaan Negeri Salatiga setelah 
menerima semua pembayaran tilang kemudian pegawai 
kejaksaan memberi kuitansi pembayaran denda tilang dari 
terdakwa, dikarenakan terdakwa MUGIYANTO tidak hadir di 
dalam proses persidangan dan tidak mewakilkan kepada 
siapapun maka dalam hal ini Pegawai Kejaksaan Negeri 
Salatiga menunda penerimaan pembayaran denda tilang 
tersebut sampai terdakwa membayarnya dan dengan dasar 
penundaan tersebut maka petugas kejaksaan tetap memegang 
barang bukti terdakwa berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan 
bermotor (STNK) kendaraan bermotor (Mobil) Izusu Panther 
dengan nomor kendaraan AD 8175 BD atas nama 
MUGIYANTO. 
2) Penanganan Uang Denda Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas Oleh 
Kejaksaan Negeri Salatiga Setelah Proses Pembayaran. 
Setelah semua proses persidangan dan pembayaran pada 
sidang hari itu maka Pegawai Kejaksaan Negeri Salatiga kemudian 
melaporkan hasil penerimaan uang denda tilang perkara lalu-lintas 
tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti bahwa proses 
persidangan dan penerimaan uang denda tilang perkara 
pelanggaran lalu-lintas tersebut telah selesai, setelah itu petugas 
kejaksaan kemudian melaporkan serta menyetorkan penerimaan 
uang denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas tersebut kepada 
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bendahara khusus penerimaan uang denda tilang perkara 
pelanggaran lalu-lintas. 
Selain Surat Perintah Penyerahan Denda/Denda Pengganti/ 
Uang Pengganti/Biaya Perkara disertai juga Berita Acara 
Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara. Setelah proses 
penyerahan Surat Perintah Penyerahan Denda/ Denda Pengganti 
Uang Pengganti/Biaya Perkara disertai juga Berita Acara 
Penyerahan Uang Denda dan Biaya Perkara, selanjutnya 
Bendaharawan Penerima/ Penyetor menyetor uang denda tilang 
dan biaya perkara ke kantor kas negara yang ditunjuk yaitu Kantor 
PT. POS INDONESIA Cabang Salatiga atau Bank BRI didasarkan 
dari Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 
12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda 
dan Biaya Perkara, kemudian Bendaharawan Penerima dan 
penyetor juga membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak 
(SSBP). Laporan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) adalah 
sebagai bukti bahwa penanganan uang denda tilang perkara 
pelangggaran lalu-lintas ini telah disetorkan kepada kas negara 
sesuai dengan aturan di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 
Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 





3) Pembahasan Mengenai Pelaksanaan Eksekusi Uang Denda Tilang 
Oleh Kejaksaan Negeri Salatiga. 
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Pelaksaanaan eksekusi mengenai denda tilang dan biaya 
perkara oleh Kejaksaan Negeri Salatiga adalah merupakan salah 
bentuk kewenangan diferensiasi fungsional yaitu kewenangan 
khusus terhadap eksekusi uang denda tilang dan biaya perkara 
pelanggaran lalu-lintas. Memberi pengertian kebijaksanaan negara 
sebagai kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan-badan, 
pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki 4 (empat) implikasi 
sebagai berikut: 
a) Kebijaksanaan negara selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan; 
b) Kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola 
tindakan pejabat pemerintah; 
c) Kebijaksanaan itu adalah merupakan apa yang benar-benar 
dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang 
pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu; 
d) Kebijaksanaan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan 
bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, 
atau bisa bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan 
pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu (James E. 
Anderson, dalam Joko Purnomo, 1989: 11-12). 
Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi 
merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan 
kepada kejaksaan sebagai eksekutor mengenai hal tersebut. 
Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara 
pelanggaran lalu-lintas oleh Kejaksaanan Negeri Salatiga telah 
berjalan sebagaimana semestinya yang diatur di dalam ketentuan 
mengenai kewenangan hal tersebut. Di dalam praktek pelaksanaan 
eksekusi denda tilang dan biaya perkara dipengaruhi beberapa 
faktor sebagai berikut: 
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a) Ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai 
pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara 
pelanggaran lalu-lintas. 
Ketentuan atau dasar hukum mengenai eksekusi denda 
uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini di 
atur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 Surat 
Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 12 
September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda 
dan Biaya Perkara, dimana Kejaksaan Negeri Salatiga telah 
melaksanakannya sesuai dengan apa yang tertuang di dalam 
ketentuan tersebut. 
Di dalam menjalankan tugasnya sebagai eksekutor 
Jaksa Penuntut Umum dibantu oleh Pegawai Kejaksanan 
Negeri Salatiga sebagai pihak yang memfasilitasi dan 
menerima uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran 
lalu-lintas ini dari pelanggar. Untuk penugasan penerimaan 
uang denda tilang dan biaya perkara seperti yang dimaksud di 
atas ini adalah merupakan bentuk kebijakan yang dilakukan 
oleh pihak Kejaksaan Negeri Salatiga, pada dasarnya tidak 
terjadi penyimpangan mengenai hal ini, namun tidak ada 
ketentuan atau dasar hukum yang mengatur mengenai 
penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara tersebut oleh 
pegawai kejaksaan, karena hal tersebut merupakan tugas yang 
yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai 
pihak yang mengeksekusi, tindakan yang dimaksud di atas 
memang merupakan kebijakan tersendiri yang diberikan oleh 
kejaksaan, namun tindakan semacam ini nantinya 
dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan kewenangan 
dimana pembayar tidak mengikuti sidang dengan jalan 
membayar langsung ke pegawai kejaksaan ataupun 
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penyimpangan terhadap penerimaan uang denda tilang dan 
biaya perkara oleh pegawai kejaksaan itu sendiri. Ini 
merupakan catatan yang harus diperhatikan oleh pihak 
kejaksaan dalam melaksanakan apa yang tertuang di dalam 
pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap uang 
denda tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas ini. 
b) Implementasi atau pelaksanaan eksekusi. 
Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa 
pelaksanaan uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran 
lalu-lintas ini dilaksanankan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai 
apa yang diatur di dalam Pasal 9 Keppres No. 29 Tahun 1984 
Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE-009/JA/9/1983 tanggal 
12 September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang 
Denda dan Biaya Perkara, pihak Kejaksaan Negeri Salatiga 
telah menugaskan Jaksa Penuntut Umum untuk menerima 
pembayaran uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran 
lalu-lintas. 
Mengenai penerimaannya Jaksa Penuntut Umum 
menerima semua pembayaran denda uang tilang dari 
pelanggar yang disidangkan pada hari itu dan termasuk 
perkara yang diputus dengan putusan verstek. Di dalam 
pemberkasannya putusan verstek tetap harus dimasukan dalam 
laporan karena berkas laporan verstek termasuk di dalam 
berkas-berkas yang di sidangkan pada hari itu. 
c) Tindakan Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor mengenai 
pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara 
pelanggaran lalu-lintas. 
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Pelaksanaan atau tindakan eksekusi uang denda tilang 
dan biaya perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum 
di Kejaksaan Negeri Salatiga, yaitu hanya sebagai jaksa 
pengawas dimana di dalam proses persidangan perkara 
pelanggaran lalu-lintas ini seorang Jaksa Penuntut Umum 
tidak hadir sebagaimana di dalam proses sidang perkara 
pidana biasa. 
Sedangkan pelaksanaan oleh pihak Kejaksaan Negeri 
Salatiga yang terjadi adalah bahwa pelaksanaanya Jaksa 
Penuntut Umum dibantu pegawai kejaksaan dalam penerimaan 
uang denda tilang dan biaya perkara. Pada dasarnya hal 
semacam ini merupakan suatu tindakan yang keliru, karena 
seperti yang dijelaskan di atas bahwa tidak ada ketentuan atau 
dasar hukum yang menegaskan bahwa penerimaan uang 
dilaksanakan oleh pegawai kejaksaan, ini merupakan tugas 
yang harus dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh 
karena itu merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum. 
d) Efektifitas pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya 
perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Menurut penjelasan serta komentar M. Karjadi dan R. 
Soesilo terhadap pasal 203 KUHAP, bahwa benar di dalam 
proses perkara pelanggaran lalu-lintas ini disidangkan dengan 
proses beracara cepat, dimana didalam prosesnya Jaksa 
Penuntut Umum tidak mengikuti proses beracaranya namun 
senantiasa hadir dalam sidang. Dijelaskan juga bahwa sidang 
tersebut hanya dihadiri oleh Hakim Tunggal, Terdakwa, 
Barang Bukti serta Panitera/ Panitera Pengganti. 
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Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektifitas 
pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara 
pelanggaran lalu-lintas oleh Jaksa Penuntut Umum di 
Kejaksaan Negeri Salatiga, tidak berjalan sebagaimana yang 
diatur di dalam ketentuan mengenai penanganan proses 
perkara pelanggaran lalu-lintas, bahwa menurut 
pelaksanaannya Kejaksaan Negeri Salatiga menggunakan 2 
(dua) pihak yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Pegawai 
Kejaksaan Negeri Salatiga. 
Tindakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam proses 
penanganan dan penerimaan uang denda tilang perkara 
pelanggaran lalu-lintas ini memang telah melakukan 
sebagaimana yang menjadi ketentuan di dalam Pasal 203 
KUHAP, adapun yang menjadi kekeliruan di sini adalah 
mengenai adanya pegawai kejaksaan yang membantu 
penerimaan uang denda tilang dan biaya perkara tersebut, 
karena hal ini tidak ada sama sekali ketentuan yang mengatur 
hal tersebut. 
Berdasarkan pemaparan di atas dan hasil penelitian 
yang penulis lakukan di Kejaksaan Negeri Salatiga maka 
penulis dapat menggambarkan bahwa proses penanganan 
denda uang tilang oleh Kejaksaan Negeri Salatiga berawal 
dari pelimpahan berkas perkara pelanggaran lalu-lintas oleh 
penyidik kepolisian yang “atas kuasa” penuntut umum 
melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan (Pasal 
205 ayat (2) KUHAP). Selanjutnya adalah proses pemeriksaan 
perkara lalu-lintas sidang di Pengadilan Negeri Salatiga, hal 
ini telah sesuai dengan apa yang diatur di dalam KUHAP 
dimana proses pemeriksaan perkara pelanggaran lalu-lintas ini 
adalah dengan proses beracara secara cepat sesuai dengan 
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pasal 205 KUHAP, dimana perkara pelanggaran lalu-lintas 
adalah merupakan jenis perkara tindak pidana ringan di 
dalamnya mengatur tentang penanganan terhadap perkara 
tindak pidana ringan. Mengenai pengaturan pemeriksaan 
perkara pelanggaran lalu-lintas berdasarkan fakta yang terjadi 
di Pengadilan Negeri Salatiga ini dilakukan dengan cara 
pelanggar harus antri dalam menjalani proses pemeriksaannya 
sama sekali tidak menyimpang dari apa yang diatur di dalam 
undang-undang, ini hanyalah semacam sisitem yang harus 
dijalani di dalam prosesnya, hal ini mengingat perkara yang 
cukup banyak dan jenis perkaranya sama dan mengenai hasil 
putusannya pengadilan tidak mencantumkan nomor registrasi 
perkara, padahal pada berkas hasil putusan pengadilan jelas 
sekali tertera mengenai nomor registrasi perkara, hal ini yang 
nantinya dapat menyulitkan pemberkasan kasus tersebut, 
meskipun hal tersebut sudah dicatat oleh panitera dalam buku 
register. 
Mengenai proses penerimaan uang denda tilang dan 
biaya perkara pelanggaran lalu-lintas dan pemberkasannya ini, 
Kejaksaan Negeri Salatiga telah melakukannya sesuai dengan 
apa yang diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 29 
Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE- 
009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara 
Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara. Prosedur 
mengenai pemberkasan terhadap uang denda tilang diawali 
dengan penerimaan denda uang tilang dan biaya perkara oleh 
Jaksa Penuntut umum sesuai dengan keseluruhan berkas 
perkara pelanggaran lalu-lintas yang diterima oleh kejaksaan 
pada saat hari sidang tersebut, mengenai putusan verstek 
terhadap perkara pelanggaran lalu-lintas yang  diputus oleh 
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hakim pengadilan ini merupakan resiko atau tanggung jawab 
dari pihak kejaksaan untuk menangguhkan atau menunda 
penyetoran tersebut. Pihak kejaksaan tidak semestinya 
menanggung dahulu pembayaran uang denda tilang dan biaya 
perkara tersebut, kejaksaan pihak yang ditunjuk sebagai 
eksekutor mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu-
lintas ini. Sebagai eksekutor tentunya kejaksaan merupakan 
pihak yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan 
pengadilan yang dalam hal ini penanganan terhadap denda 
uang tilang dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Apabila 
ada pelanggar yang tidak datang pada saat proses persidangan 
dan sekaligus tidak hadir untuk membayar denda maupun 
biaya perkaranya ini adalah tugas bagi Jaksa Penuntut Umum 
untuk mencari pelanggar sesuai dengan alamat yang tertera di 
identitas milik pelanggar, karena ini merupakan kewenangan 
(diferensiasi fungsional) sekaligus tugas yang harus dilakukan 
oleh pihak kejaksaan. Berdasarkan penelitian yang terjadi 
adalah proses penerimaan ditangani oleh Kejaksaan Negeri 
Salatiga melalui petugasnya, walaupun hal tersebut 
merupakan tugas dari penuntut umum yang berwenang 
menangani perkara pelanggaran lalu-lintas, petugas kejaksaan 
hanya bertugas untuk menerima dan nantinya akan dilaporkan 
kepada penuntut umum, menurut penulis ini tidak 
menyimpang hal tersebut hanyalah karena hal ini pembagian 
tugas di kejaksaan yang nantinya dapat berubah sesuai  
kebijakan dari Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga, sedangkan 
hasil dari penelitian, pihak Kejaksaan Negeri Salatiga 
melaksanakannya sesuai dengan hal tersebut di atas. Menurut 
ketentuan yang berlaku bahwa penyetoran uang denda tilang 
dan biaya perkara harus disetorkan kepada kas negara dalam 
waktu 1x24 jam atau satu hari kerja setelah penerimaan uang 
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tersebut (Pasal 9 Keppres Republik Indonesia Nomor 29 
Tahun 1984), maka dalam hal tersebut sebaiknya pihak 
kejaksaan tetap harus menyetorkan semua denda uang tilang 
dan biaya perkara serta melaporkan mengenai pembayaran 
yang ditunda agar nantinya tidak akan menyulitkan dalam 
pemberkasannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 
bentuk penyelewengan terhadap uang denda tilang dan biaya 
perkara yang merupakan hak yang menjadi milik negara 
sebagai salah satu bentuk pemasukan negara. 
Pelimpahan laporan beserta uang denda tilang dan 
biaya perkara oleh penuntut umum kepada bendahara khusus 
penerima/ penyetor sudah sesuai dengan apa yang 
diamanatkan di dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. No. SE- 
009/JA/9/1983 tanggal 12 September 1983 tentang Tata Cara 
Penanganan Uang Denda dan Biaya Perkara, dalam hal ini 
menurut penelitian berupa hasil wawancara dengan Jaksa 
Penuntut Umum Widodo, S.H. dan petugas kejaksaan Eddy 
Sucipto, S.H. tata urutan atau prosedur pemberkasan yang di 
dalamnya terdapat pengaturan administrasi keuangan 
mengenai uang denda tilang dan biaya perkara pelanggaran 
lalu-lintas adalah pelaksanaan penyetoran uang denda tilang 
dan biaya perkara telah sesuai dengan apa yang telah menjadi 
aturan dan kewenangannya sebagaimana tercantum di dalam 
Pasal 9 Undang-Undang No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran 
Jaksa Agung R.I. No. SE- 009/JA/9/1983 tanggal 12 
September 1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda 
dan Biaya Perkara, dimana uang denda dan biaya perkara 
pelanggaran lalu-lintas yang diterima pada hari sidang 
tersebut harus disetorkan ke dalam kas negara dalam waktu 
1x24 jam atau satu hari setelah penerimaan uang denda tilang 
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dan biaya perkara pelanggaran lalu-lintas. Pihak Kejaksaan 
Negeri Salatiga melalui Bendaharawan Khusus Penerima/ 
Penyetor telah mengikuti prosedur sebagaimana yang 
ditentukan atau diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 29 
Tahun 1984. Adapun dalam pelaksanaannya setelah dilakukan 
penyetoran uang denda tilang dan biaya perkara dan disertai 
Surat Perintah Penyerahan Denda/ Biaya Perkara kepada 
bendahara khusus penerima/ penyetor di Kejaksaan Negeri 
Salatiga. Sesuai dengan yang tercantum di dalam Pasal 9 
Undang-Undang No. 29 Tahun 1984 dan Surat Edaran Jaksa 
Agung R.I. No. SE- 009/JA/9/1983 tanggal 12 September 
1983 tentang Tata Cara Penanganan Uang Denda dan Biaya 
Perkara, maka Jaksa Penuntut Umum Widodo, S.H. selaku 
jaksa yang menangani uang denda tilang dan biaya perkara 
pelanggaran lalu-lintas menyetorkan uang tersebut kepada 
bendahara khusus penerima/ penyetor di Kejaksaan Negeri 
Salatiga sesuai dengan berkas perkara yang disidangkan pada 
hari itu untuk selanjutnya oleh bendahara khusus penerima/ 
penyetor akan ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran 
kepada kas negara. Sebelum melakukan penyetoran kepada 
kas negara berdasarkan penelitian, bendahara khusus 
penerima/ penyetor terlebih dahulu meneliti berkas yang 
disetorkan oleh Jaksa Penuntut Umum apakah sudah sesuai 
dengan berkas perkara yang disidangkan pada hari itu agar 
semua administrasi terhadap uang denda tilang tersebut tidak 
terdapat kekeliruan, karena ini menyangkut uang yang 
seharusnya mnejadi hak milik negara. Setelah pemberkasan 
selesai kemudian bendahara khusus penyetor/ penerima 
membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 
yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu mengenai penerimaan 
uang denda tilang dan penerimaan uang biaya perkara sesuai 
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dengan berkas yang terkait. Langkah ataupun prosedur 
selanjutnya yaitu mengenai penyetoran kepada kas negara, 
bendahara khusus penerima/ penyetor menyerahkan atau 
menyetor uang denda tilang berikut biaya perkara kepada kas 
negara yang ditunjuk, dalam hal ini adalah Kantor Cabang PT. 
Pos Indonesia atau Bank BRI Cabang Salatiga. Dari semua 
hal di atas terkait dengan penyetoran uang denda tilang dan 
biaya perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada bendahara 
penyetor yang selanjutnya disetorkan kepada kas negara yang 
ditunjuk yaitu Kantor Cabang PT. Pos Indonesia atau Bank 
BRI Cabang Salatiga tidak terdapat suatu penyimpangan atau 
suatu hal yang mengarah pada penyelewengan terhadap uang 
denda tilang dan hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi 
ketentuannya. 
B. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pihak Kejaksaan Negeri Salatiga 
Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Widodo, S.H. dan Petugas 
Kejaksaan Negeri Salatiga Bapak Edi Sucipto, S.H., yang menangani perkara 
perkara pelanggaran lalu-lintas ini, hambatan yang terjadi adalah mengenai 
identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas tidak 
memenuhi sebagaimana yang tercantum di dalam bukti pelanggaran lalu-lintas 
tersebut, hal ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Salatiga apabila 
terdakwa tidak hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak 
menunjuk orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan 
oleh Pengadilan Negeri Salatiga adalah Putusan Verstek, sedangkan pada 
aturannya bahwa uang denda tilang dan biaya perkara harus disetorkan ke 
dalam kas negara dalam waktu 1x24 jam atau dalam waktu 1 (satu) hari 
setelah penerimaan uang denda tilang dan uang biaya perkara, maka tindakan 
yang dilakukan oleh kejaksaan adalah tetap melaporkan adanya berkas perkara 
tersebut dan menunggu sampai pelanggar datang untuk membayarnya, hal 
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tersebut nantinya akan mempersulit pemberkasan dan sistem administrasi 
mengenai penanganan uang denda tilang dan uang biaya perkara. Hal 
semacam ini sebetulnya merupakan kewenangan (diferensiasi fungsional) 
serta merupakan tugas dari pihak Kejaksaan Negeri Salatiga sebagai pihak 
eksekutor untuk mencari alamat pelanggar untuk meminta pembayaran denda 
tilang dan biaya perkara tersebut. Untuk kasus semacam ini menurut Jaksa 
Penuntut Umum H. Widodo, S.H. dan Petugas Kejaksaan Negeri Salatiga 
Bapak Edi Sucipto, S.H., mengatakan bahwa terdakwa tetap akan hadir untuk 
membayarnya walaupun tidak pada hari sidang tersebut, mengingat barang 
bukti milik pelanggar masih disita oleh kejaksaan dan terdakwa sudah pasti 
datang untuk mengambilnya. Untuk hambatan yang lainnya menurut 
narasumber di atas tidak terdapat kendala-kendala yang berarti dalam 
pelaksanaan penanganan denda uang tilang perkara pelanggaran lalu-lintas 
tersebut. 
BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya Penulis mengambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri Salatiga dan Pelaksanaan 
Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara Tindak Pidana Pelanggaran 
Lalu-Lintas Oleh Kejaksaan Negeri Salatiga dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
Kejaksaan yang dalam hal ini menugaskan Jaksa Penuntut Umum 
yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya proses persidangan serta dibantu 
petugas kejaksaan yang bertugas untuk menerima pembayaran uang denda 
tilang oleh terpidana yang telah memperoleh vonis/ amar putusan dari 
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Hakim Pengadilan Negeri tempat berlangsungnya proses sidang perkara 
pelanggaran lalu lintas ini. 
Jaksa Penuntut Umum tidak hadir secara langsung di dalam proses 
persidangan karena pada prinsipnya sidang perkara pelanggaran lalu-lintas 
ini adalah merupakan perkara tindak pidana ringan dan proses beracara 
secara cepat, dan hanya dihadiri oleh Hakim tunggal, panitera/ panitera 
pengganti dan terdakwa. 
Setelah terpidana mendapat vonis/ amar putusan dari hakim 
pengadilan maka kemudian membayar uang denda tilang dan biaya 
perkara sesuai dengan amar putusan hakim tersebut. Bagi terpidana yang 
telah mendapat vonis/ amar putusan dan karena pelanggaran yang telah 
dilakukannya sehingga oleh petugas penyidik (Polisi Satuan Lalu-Lintas) 
telah disita barang bukti berupa kendaraan bermotor milik terpidana, maka 
setelah selesai membayar denda tilang dan biaya perkara selanjutnya oleh 
petugas kejaksaan diberi kuitansi serta formulir ekstra vonis untuk 
mengambil barang bukti kendaraan bermotor milik terdakwa yang telah 
disita tadi di Kantor Kepolisian setempat yang dalam hal ini adalah Kantor 
Polisi Resort Kotamadya Salatiga. Bagi terdakwa yang tidak hadir hakim 
pengadilan tetap memberi putusan pada hari juga dan tetap dimasukkan 
dalam laporan petugas kejaksaan serta diberi toleransi selama 30 hari 
untuk membayar denda tilang serta biaya perkara dan petugas kejaksaan 
menyita barang bukti berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). 
Setelah proses persidangan perkara pelanggaran lalu-lintas jalan 
ini telah selesai maka semua pembayaran telah diterima oleh Jaksa 
Penuntut Umum maka selanjutnya. Jaksa Penuntut Umum membuat 
laporan berupa penyetoran uang denda tilang kepada bendaharwan khusus 
penerima penyetor. Laporan penyerahan ini memuat Berita Acara 
Penyerahan Denda dan Biaya Perkara dan juga berisi Surat Perintah 
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Penyerahan Denda/denda Pengganti/ Uang Pengganti Biaya Perkara dan 
sejumlah uang denda tilang dan biaya perkara pada hari sidang itu. 
Untuk bendaharawan khusus penerima/ penyetor setelah menerima 
Berita Acara Penyerahan Denda dan Biaya Perkara dan juga berisi Surat 
Perintah Penyerahan Denda/denda Pengganti/ dan sejumlah uang denda 
tilang dan biaya perkara perkara pelanggaran lalu-lintas ini kemudian 
menetorkan ke kas negara yangtunjuk yaitu Kantor PT. POS INDONESIA 
Cabang Salatiga atau Bank BRI. Selanjutnya bendaharawan khusus 
penerima uang denda tilang dan biaya perkara perkara pelanggaran lalu-
lintas membuat laporan berupa Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagai 
bukti bahwa penanganan perkara pelanggaran lalu-lintas dan semua uang 
denda tilang dan biaya perkara telah disetorkan kepada kas negara 
 
2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Pihak Kejaksaan Negeri 
Salatiga Dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Lalu-Lintas. 
Hambatan yang terjadi adalah mengenai identitas yang tidak 
lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas tidak memenuhi 
sebagaimana yang tercantum di dalam bukti pelanggaran lalu-lintas. hal 
ini menyulitkan pihak Kejaksaan Negeri Salatiga apabila terdakwa tidak 
hadir untuk mengikuti jalannya proses persidangan serta tidak menunjuk 
orang lain untuk mewakilkannya sehingga putusan yang dijatuhkan oleh 
Pengadilan Negeri Salatiga adalah Putusan Verstek, 
B. Saran 
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis ingin 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Untuk Jaksa Penuntut Umum (Jaksa Pengawas) sebagai pihak yang 
bertugas menerima pembayaran harus lebih tegas kepada pelanggar untuk 
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mengikuti proses persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam 
proses persidangan; 
2. Untuk pihak kejaksaan diharapkan tetap menjalankan tugasnya sebagai 
eksekutor berdasarkan kewenangan yang dimiliknya sehingga apa yang 
menjadi hak negara berupa penerimaan uang denda tilang dan biaya 
perkara pelanggaran lalu-lintas akan tetap dimasukkan ke dalam kas 
negara sebagai salah satu bentuk pemasukan negara sebagaimana 
kewenangan (diferensiasi fungsional) kejaksaan, sebab setelah terjadinya 
perkara pelanggaran lalu-lintas hal tersebut sudah menjadi kewenangan 
kejaksaan sebagai eksekutor mengenai penanganan uang denda tilang dan 
biaya perkara pelanggaran lalu-lintas serta untuk menghindari 
penyelewengan uang denda tilang yang seharusnya masuk ke dalam kas 
negara dikarenakan oknum pelanggar tidak mengikuti proses persidangan 
dengan memilih cara membayar/ menitipkan uang denda tilang kepada 
petugas penyidik (Polisi Satuan Lalu-Lintas); 
3. Pimpinan kejaksaan agar lebih mengawasi kinerja bawahannya untuk 
memaksimalkan tugas dan kewenangannya yang dalam hal ini berkaitan 
dengan penerimaan uang untuk kas negara dimana kejaksaan merupakan 
salah satu intitusi milik pemerintah yang notabenenya adalah sebagai 
bagian dari intitusi hukum di Indonesia yang bertugas menjunjung tinggi 
nilai-nilai integritas serta mempunyai dedikasi yang tinggi dalam 
pekerjaannya, yang di dalamnnya terdapat segala konsekuensi yang ada 
untuk menjadikan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Sehingga persepsi 
mengenai kejaksaan yang dinilai bobrok akan menjadi lebih baik di mata 
masyarakat, setidaknya awal dari suatu kebaikan terhadap intitusi hukum 
diawali dari aparat hukum sendiri, khususnya dalam hal ini adalah aparat 
kejaksaan ini, bagaimana dapat menjadikan negara ini bersih dari mafia-
mafia peradilan yang berkeliaran di meja hijau. 
4. Kepada segenap masyarakat luas agar lebih memahami hukum serta semua 
ketentuan yang terkait di dalamnya serta membawa diri pada budaya tertib 
lalu-lintas dengan melatih kedisiplinan berlalu-lintas baik ada maupun 
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tidak ada Polisi Satuan Lalu-Lintas, sehingga apa yang menjadi harapan 
semua pihak agar lalu-lintas tetap lancar serta jaminan kemanan setiap 
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